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PUTUSAN
Nomor 1118/Pdt.G/2020/PA.Pra
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tongkek, 02 September 1991,
agama lIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
XXXXXXEXXKKXKKKXXKKHKHKXXXXXXXXKX,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok

Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bale Along, 02 September 1991,
agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja
Indonesia, pendidikan S1, semula bertempat
tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
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hari itu juga dengan register perkara Nomor 1118/Pdt.G/2020/PA.Pra,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan
pada tanggal 10 Februari 2011 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor : 545/35/X1/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut
tanggal 30 September 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah
Tergugat, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
Tengah selama 5 tahun 11 bulan, kemudian pada tanggal 20 Januari 2017
Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di
KXXXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang keturunan bernama : Anak

, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun saat ini berada dalam asuhan orang tua
Tergugat;

4. Bahwa sejak Januari 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi
Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat
meminta bantuan kepada orang tuanya;

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada
Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas,
tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2017 yang berakibat pada
terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
telah pulang ke rumah Penggugat sehinngga selama 3 tahun 9 bulan pisah
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rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi
lagi dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin
dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari
Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
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1. Bukti Surat.

1. Surat keterangan domisili nomor 470.04/BT/10.2020 tanggal 02
Oktober 2020 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pujut, Nomor
B.373.KUA.19.02.04/PW.01/1X/2020 Tanggal 30 September 2020. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Surat keterangan gaib nomor 123/1X/2020 tanggal 30 September 2020
bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Karang Sidmen, Desa Karang

Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Dusun Bale Along Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten
Lombok Tengah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan
telah dikarunia satu orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan
nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan
fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan
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yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sekarang
tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di di rumah orang tua
Tergugat di  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pujut Kabupaten
Lombok Tengah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan
telah dikaruniai satu orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberaikan
nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan
fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering kelar rumah tanpa tujuan
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yang jelas tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sekarang tiadk
diketahu alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga
menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata
ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh
hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam

persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai
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dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui
mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk
datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis di setiap persidangan menasehati Penggugat
pada setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang—Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah sejak bulan Januari 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin
bagi Penggugat antara lain disebabkan Bahwa Tergugat jarang memberikan
nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari Penggugat meminta bantuan kepada orang tuanya, Tergugat sering
melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah
tanpa tujuan yang jelas, tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahkan selama 3
tahun 9 bulan pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang
berkomunikasi lagi dan Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak
jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang
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diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya
dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk mengetahui apakah benar
Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sehingga dan apakah antara
Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan
langsung atau tidak dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal
283 R.Bg., Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan
penggugat merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhi ketentuan Pasal
1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut
sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa
penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Tengah, dengan
demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi
relatif Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa antara
penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka
penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum
dalam perkara ini sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Tergugat
Sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke
dalam persidangan tersebut telah disumpah dan keterangannya tersebut telah
bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta
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Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan syarat meteriil pembuktian dan karenanya saksi
dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah Kutipan Akta
Nikah Nomor : 545/35/X1/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut
tanggal 30 September 2020;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017
pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang
membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain
disebabkan Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat
meminta bantuan kepada orang tuanya, Tergugat sering melakukan
kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa
tujuan yang jelas, tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3
tahun 9 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak dan Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak
ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
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yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan,;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ke-
luarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rah-
mah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur’'an da-
lam Surat Ar-Rum ayat 21:

dzzs lod] lsiSauid sl oSl yo 2SI b5 O Ul pos
da> 9 6290 iy

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk
isteri-isteri dari jenismu sendiri;supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “ ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk disatukan dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh ka-
rena itu dalam rangka tasrii-hun bi ihsan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak
yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi
Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat itu sendiri, hal ini sesuai sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ikatan perkawinan yang telah

rapuh antara Penggugat dengan Tergugat meniscayakan terabainya cita cita luhur
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perkawinan dan apabila dipertahankan menciptakan ketidaknyamanan dan
kezhaliman yang nyata dalam rumah tangga keduanya. Hal ini seiring dengan
pendapat ulama Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni Dalam Kitab Madaa Hurritauz
zaujaini Fit Thalaaqg Jilid | Halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis
Hakim yang bunyi nya sebagai berikut:
sl olniai o> OMall el eMwdl sl x84
qwai cuzg the Yo i lgd gai ax pls uzo)ll
u| oL:..&o b.m.myl uy CSJ)"“ U0 6)go C9)JI oJo.;)“
zoy oLl Iamg sl omadl cuzoill ol wle oSx
ol oo alll oy lo OlSG,Y dlawg 0sSs 28 Jy allasll
aio o Y 3l pumall 30 oo palall Juw (3

Artinya :Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah
tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak
berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara
suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat
mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan
mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan
menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah
kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.bahkan menjadi jalan melanggar
aturan Allah.

Menimbang, bahwa Dberdasarkan pertimbangan - pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39
ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau
karena di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab
Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai
pendapat sendiri yang berbunyi :

aiy al cwilSol sils wilall e slosll
Artinya : “Memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah
boleh sepanjang ada bukti-bukti”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 434.000,00 ( empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Praya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI
sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.l. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Ema Fatma Nuris, S.H.l. Syafruddin, S.Ag, M.SI

Ahmad Zubhri, S.H.l., M.Sy
Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 300.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Sumpah ‘Rp 15.000,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 9.000,00
Jumlah ‘Rp 434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.
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